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PRAKATA 

 

 

 

 

 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

  Segala  puji  syukur  penulis  panjatkan  kepada  Allah  SWT  yang  telah 

melimpahkan  karunia-Nya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  skripsi  tugas  akhir 

dengan  judul Pengaruh Keadilan  Pajak,  Pengetahuan  Perpajakan,  dan  Pemeriksaan 

Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak pada Kantor 

Pelayanan  Pajak  Madya  Palembang  (Studi  Empiris  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara 

Non Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi di Wilayah Kota Palembang). Hasil penelitian 

ini  menunjukkan  bahwa secara  simultan  keadilan  pajak,  pengetahuan  perpajakan,  dan 

pemeriksaan  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan 

mengenai penggelapan pajak. Secara parsial keadilan pajak tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan  mengenai  penggelapan  pajak, 

pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  persepsi  wajib 

pajak  badan  mengenai  penggelapan  pajak  dan  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  negatif 

dan  signifikan  terhadap  persepsi  wajib  pajak  badan  mengenai  penggelapan  pajak. 

Skripsi  ini  merupakan  salah  satu  syarat  untuk  memperoleh  gelar  Sarjana  Akuntansi 

Strata  Satu  (S1)  pada  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiyah 

Palembang.

  Ucapan  terima  kasih  kepada  orang  tua  saya  Bapak  Bastomi  dan  Ibu  Nurbaiti 

yang tak pernah henti selalu memberikan do’a, menguatkan dan memberi semangat baik 

moril  maupun  materil.  Penulis  juga  mengucapkan  terimakasih  kepada  bapak  M.  Orba 

Kurniawan,  S.E,S.H.,M.Si  dan  ibu  Anggrelia  Afrida,  S.E,M.Si  yang  telah
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ABSTRAK 

Lisa Darnasari/222016196/2020/Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan 

Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara Non 

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi di Wilayah Kota Palembang)/Perpajakan. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, pengetahuan perpajakan dan 

pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian assosiatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 63 responden. 

Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan yaitu data primer 

dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara simultan keadilan pajak, pengetahuan perpajakan dan pemeriksaan 

pajak berpengaruh dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak. 

Secara parsial keadilan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan 

mengenai pengggelapan pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positf dan signifikan terhadap 

persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak.  

 

Kata Kunci: Keadilan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Penggelapan Pajak. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara Indonesia untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan 

membutuhkan dana yang cukup besar. Di Indonesia salah satu sumber terbesar 

pemasukan negara adalah dari sektor pajak (Melda Novita, 2011). Menurut 

Mardiasmo (2016: 3) pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan 

undang-udang tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjukkan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang merupakan suatu instansi 

vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan 

dan Kepulauan Bangka Belitung. KPP Madya Palembang memiliki tugas pokok 

yaitu untuk melaksanakan pelayanan, punyuluhan dan pengawasan pada Wajib 

Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM), dan  Pajak Tidak Langsung lainnya di dalam 

wewenangnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang 

menjadi potensi sumber pendapatan negara adalah Badan Usaha Milik Negara.  

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara, BUMN merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara itu sendiri terdiri dari 

dua jenis, yaitu badan usaha perseroan (Persero) dan badan usaha umum (Perum). 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non sektor jasa keuangan dan asuransi terdiri 
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dari sektor akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman, industri pengolahan, 

informasi dan telekomunikasi, jasa professional, ilmiah, dan teknis, konstruksi, 

pengadaan gas, uap, dan udara dingin, pertambangan dan penggalian, pertanian, 

kehutanan, dan perikanan, real estate, tansportasi dan pergudangan dan kepemilikan 

patungan atau minoritas.  

Mardiasmo (2016: 9) secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, 

yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. 

Sistem self assessement yang ada di Indonesia mengharuskan wajib pajak secara 

aktif untuk melakukan pemungutan pajak sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Di sisi 

lain, kepercayaan yang diberikan pemerintah memberikan kesempatan bagi wajib 

pajak untuk merencanakan penggelapan pajak (tax evasion).  

Suandy (2011: 21) penggelapan pajak (tax evasion) adalah pengurangan 

pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-

data palsu atau menyembunyikan data. Tujuan wajib pajak melakukan tindakan 

penggelapan pajak bisa dipengaruhi oleh keadilan pajak. 

Waluyo (2018: 13) salah satu asas perpajakan yang penting adalah keadilan. 

Adil adalah bahwa setiap Wajib Pajak yang menyumbangkan uang untuk 

pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang 

diminta. Keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Jika semakin rendahnya keadilan 

berlaku maka tingkat kepatuhan semakin menurun hal ini kecenderungan untuk 

melakukan penggelapan pajak semakin tinggi (Sariani, Wahyuni dan Sulindawati, 

2016).  
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Faktor lainnya yaitu pengetahuan perpajakan, secara umum pengetahuan 

perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak yang berkenaan dengan 

pajak. Rahayu (2017: 225) konsep pengetahuan atau pemahaman pajak yaitu wajib 

pajak harus mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sudah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang prinsipnya diberlakukan bagi 

undang-undang pajak material.  

Salah satu upaya pencegahan penggelapan pajak (tax evasion) perlu 

dilakukan pemeriksaan pajak. Menurut Mardiasmo (2016: 56) pemeriksaan pajak 

merupakan serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah harus lebih rutin dan 

membenahi sistem dalam pemeriksaan pajak semakin tinggi pemeriksaan pajak 

maka etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak semakin baik. Hal ini sesuai 

dengan penelitian oleh Orin Ndari Ervana (2019) bahwa secara parsial pemeriksaan 

pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Namun tidak sejalan 

dengan penelitian Prielly Natasya Kartini Widjaja, dkk (2017) berpendapat bahwa 

secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 

Target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak sampai saat ini 

belumlah maksimal. Berikut data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Palembang yang dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel I.1 

Jumlah WP Badan yang Terdaftar, WP yang Aktif Melaporkan SPT, WP yang 

Tidak Aktif Melaporkan SPT dan WP BUMN pada KPP Madya Palembang 

Tahun Jumlah WP 

Badan yang 

Terdaftar 

Jumlah WP 

yang Aktif 

Melaporkan 

SPT 

Jumlah WP yang 

Tidak Aktif 

Melaporkan SPT 

Jumlah WP 

BUMN 

2015 1.124 755 369 41 

2016 1.119 729 390 41 

2017 1.110 742 368 41 

2018 958 747 211 41 

Sumber: KPP Madya Palembang, 2019 

Tabel I.2 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Madya Palembang 

Tahun 2015-2018 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2015 Rp 4.949.495.244.104 Rp 3.317.529.531.811 73,8% 

2016 Rp 4.500.062.873.843 Rp 2.910.038.494.322 64,7% 

2017 Rp 4.050.031.795.000 Rp 2.912.112.533.406 71,9% 

2018 Rp 3.890.719.128.000 Rp 3.124.752.884.988 80,3% 

Sumber: KPP Madya Palembang, 2019 

Dilihat dari tabel I.1 diatas terlihat bahwa wajib pajak badan yang 

mendaftarkan setiap tahun semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih kurang 

baik karena masih banyak wajib pajak yang kurang patuh membayar pajaknya.  

Tabel I.2 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak belumlah 

maksimal bahkan pada tahun 2016 hanya mencapai 64,7% mengalami penurunan 

dari tahun sebelumnya, selebihnya penerimaan pajak telah meningkat namun belum 

mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target penerimaan pajak 

disebabkan karena Wajib Pajak cenderung mengupayakan untuk membayar pajak 

serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha menghindarinya. 

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahwa setiap perusahaan yang di 

dirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan wajib pajak, 

dimana sebagai wajib pajak perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban 
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perpajakannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, 

dimana wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan momok yang dapat 

mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal mungkin 

bahkan menghindari pajak tersebut (Rahman, 2013). Seperti pernyataan Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) Imam Arifin dalam keterangannya mengatakan bahwa realisasi 

atas pencapaian target penerimaan pajak di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 

tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2018 penerimaan 

pajak mencapai Rp 15,12 triliun atau sebesar 94,21% dari target yang di patok pada 

tahun 2018 yang totalnya sebesar Rp 16,05 triliun (www. detiksumsel.com, 2019). 

Di Indonesia, kasus penggelapan pajak meningkat dari tahun ke tahun. 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan mencatat masih 

tingginya tingkat penggelapan pajak yang terjadi Indonesia, misalnya pada tahun 

2013 terdapat 15 kasus, dan tahun 2014 yaitu sebanyak 45 kasus dengan kerugian 

mencapai Rp 266,9 miliar. Penggelapan pajak ini dilakukan oleh wajib pajak 

dengan cara menerbitkan faktur pajak fiktif. Pada tahun 2014 terdapat 499 wajib 

pajak yang terbukti menggunakan faktur pajak fiktif atau bodong (CNN Indonesia, 

n.d). Lalu, pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis 

pelaku penjualan faktur pajak senilai Rp 26,9 miliar yang tidak berdasarkan 

transaksi yang sebenarnya (Suara.com, n.d).  

Tindakan penggelapan pajak sekarang ini masih sering terjadi seperti kasus 

penggelapan pajak oleh dua Pengawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota 

Palembang yaitu Nana Mardiana dan Sana Masni sebagai Bendahara Kesbangpol 

Linmas Kota Palembang periode 2008-2010 dengan tidak menyetorkan pajak yang 

telah dipungutnya dan membuat SSP yang tidak sah. Perbuatan ini dilakukan pada 
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saat tersangka menjabat sebagai bendahara dalam kurun waktu tahun 2008-2009 

(www.pajak.go.id, 2015). 

Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Palembang tahun 2010, 2011 

hingga 2012 oleh Ir. Halim Thamsurie pengurus PT Felicia Tunas Persada (FTP) 

terdakwa menggunakan PT FTP mengikat kontrak dengan tiga perusahaan yakni PT 

PN VII, PT Trakindo Utama dan PT MHP untuk melakukan pungutan langsung PPh 

10 persen yang besarnya senilai lebih kurang Rp 2.300.000.000. Namun, begitu 

pemotongan pajak tersebut telah dibayarkan ketiga perusahaan tetapi oleh terdakwa 

sama sekali tidak disetorkan ke kas negara dalam hal ini ke kantor pajak yang 

mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 2.349.821.914 (sumeks.co, 

2019).  

Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Sumatera Selatan tahun 2019 oleh 

selaku wajib pajak Direktur CV Tengkiang terdaftar dan menyampaikan SPT, 

dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang isinya 

tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang 

telah dipotong atau dipungut sehingga kerugian pendapatan negara sebesar Rp 

7.993.031.424 dengan rincian SPT Masa PPN 2006 sebesar Rp 2.004.948.347, 2007 

sebesar Rp 1.825.331.884, 2008 sebesar Rp 1.770.006.944 dan 2009 sebesar Rp 

2.392.744.249 (sumeks.co, 2019). 

Kasus penggelapan pajak tidak hanya terjadi di Provinsi Sumatera Selatan  

tetapi juga terjadi di Provinsi  yang lain seperti kasus penggelapan pajak terjadi di 

Jambi tahun 2019 dua tersangka yaitu AW dan TS dengan kerugian negara sebesar 

Rp 4.700.000.000, dengan modus AW tidak menyampaikan SPT yang benar 

http://www.pajak.go.id/
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dantidak menyetorkan pajak, dan TS turut serta melakukan tindak pidana tentang 

perpajakan (jamberita.com, 2019).  

Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Solo tahun 2019 oleh Suprayitno 

karyawan PT SHA Solo bagian perpajakan dengan modus operandi menggelapakan 

uang pembayaran pajak perusahaan dengan cara membuat laporan fiktif bukti 

pembayaran surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) dan 

SPT Pajak Pengahsilan atau PPh Final Pasal 4  ayat 4 (2) seolah-olah dikeluarkan 

oleh Kantor Pelayanan pajak. Uang yang digelapkan tersangka mencapai Rp 

1.608.548.376 (Tribunsolo.com). 

Kasus penggelapan pajak oleh karyawan PT Gapura Angkasa Cabang 

Bandara Sam Ratulangi sebesar Rp 599.980.878, bagian administrasi dan keuangan, 

DJM alias Davis SSos (40) tugasnya untuk menyetor Pajak PT Gapura Angkasa, 

bahwa PT Gapura adalah milik salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

dengan status selaku anak perusahaan tiga BUMN, yakni perusahan Garuda 

Indonesia, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II dengan modus dibuatkan cap 

dan SSP palsu, seakan-akan sudah disetorkan ke kas negara (Tribunmanado.co.id, 

2019). 

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Andina Putri Adisty, dkk (2017) yang 

berjudulPengaruh Tarif, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, dan 

Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan 

Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal, hasilnya menunjukkan bahwa 

tarif pajak, keadilan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, dan 

sanksi perpajakan secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak sedangkan secara parsial 
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keadilan, teknologi dan informasi tidak ada pengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gusmella Ismarita (2018) yang 

berjudul pengaruh keadilan, tarif pajak, teknologi dan informasi, diskriminasi, dan 

sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (Studi kasus pada WPOP Pedagang 

Eceran di KPP Pratama Rengat), hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial 

keadilan dan tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Teknologi dan 

informasi, diskriminasi, dan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap 

penggelapan pajak.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nelphy Bryan Abrahams dan Ari 

Budi Kristanto (2016) yang berjudul persepsi calon wajib pajak dan wajib pajak 

terhadap etika penggelapan pajak di Salatiga (Studi wajib pajak orang pribadi di 

Salatiga dan mahasiswa (akuntansi dan manajemen) yang berada di Universitas 

Kristen Satya Wacana). Hasil penelitian ini adalah menunjukkan secara umum wajib 

pajak dan calon wajib pajak persepsi negatif terhadap penggelapan pajak.  

Penelitian yang juga telah dilakukan oleh Harmi Putri (2017) dengan  judul 

pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan dan pengetahuan perpajakan 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Studi Empiris 

pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara parsial variabel sistem perpajakan, kepatuhan, dan 

pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. 

Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. 

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan hasil penelitian di atas, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, 
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Pengetahuan Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Persepsi Wajib 

Pajak Badan mengenai Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Palembang (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara Non 

Sektor Jasa Keungan dan Asuransi di Wilayah Kota Palembang)”.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh keadilan pajak, 

pengetahuan perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak 

badan mengenai penggelapan pajak.   

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, pengetahuan 

perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai 

penggelapan pajak. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait sebagai berikut:   

1. Bagi Penulis  

Penelitian untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis 

terutama dalam perpajakan. 
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2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang 

dapat digunakan untuk bahan pertimbangan terutama yang menyangkut praktik 

perpajakan. 

3. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara khususnya mengenai pengaruh keadilan pajak, 

pengetahuan perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak 

badan mengenai penggelapan pajak. 

4. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk penelitian 

selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik yang relatif sama. 
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